BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR ¢ TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG

Menimbang

_ Mengingat

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selama ini

telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin
Trayek;

. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan
Peraturan perundang-undangan;

. bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur melalui

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 985/XI1/2018 tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir
denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017

Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturanh Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman penetapan Izin
Gangguan di Daerah.

Dengan...




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor
3 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 20 ditambah satu angka yakni angka 21
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati ialah Bupati Indragiri Hulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Dinas adalah Dinas Kabupaten Indragiri Hulu.

Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Perizinan

Tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

9. Peraturan Bupati adalah Peraturan dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati
Indragiri Hulu.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
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Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau scharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPAORD
adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek
Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran
retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (2) angka 2 dihapus sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :

BAB II
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2
(1) Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan
perizinan tertentu yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari -
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. dihapus
3. Retribusi Izin Trayek;

Ketentuan bagian kedua Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 di hapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12
Dihapus

Pasal 13
Dihapus
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Pasal 14

Dihapus

Pasal 15
Dihapus

Pasal 16
Dihapus

Pasal 17
Dihapus

Pasal 18
Dihapus

Pasal 19
Dihapus

4. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 40

(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Lampiran II Struktur dan besarnya tarif retribusi izin
gangguan/izin tempat usaha dibapus, sehingga Lampiran II berbunyi
sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
- ini dengan pe€nempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 13 osemacg 2018

Dkr PATI INDRAGIRI HULLJ
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: H. YOPI ARIANTO
Diundangkan di Rengat &
pada tanggal '3 Desemace 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
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H. HENDRIZAL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2018 NOMOR ‘9

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU
CG-[q;.g,/amd). a




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH

NOMOR ! ¢ TAHUN 2018
TANGGAL ¢ 13 DEEmezr 2018

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

IZIN GANGGUAN / IZIN TEMPAT USAHA

DIHAPUS

UPATI INDRAGIRI HULU
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é H. YOPI ARIANTO



